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ABSTRAK
Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi.  Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM  yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.
Kata kunci: open data, tata kelola, big data, UMKM.
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I. Pendahuluan
Individu, kelompok, masyarakat, negara, dan interaksi sosial dalam skala global pada setiap satuan waktu menghasilkan gerak dan aktivitas yang membentuk ekosistem kehidupan. Fakta kehidupan tersebut menjadi kesatuan pengetahuan berupa data dan informasi dengan konteks masing-masing. Data mewakili secara deskriptif sebuah fakta. Jejaring data yang kompleks adalah gambaran kehidupan. Membuka, memahami dan memanfaatkan data akan sangat membantu bagaimana mengelola kehidupan sosial itu sendiri. Dalam sistem sosial, negara adalah institusi yang mempunyai legitimasi untuk membuka dan memanfaatkan data internal pemerintahan maupun warga negaranya.
Tingkat lokal, Kota Bandung memulai penerapan open data pada 11 Desember 2015 sebagai bagian dari komitmen keterbukaan pemerintah. Deklarasi dukungan 100% wali kota Bandung terhadap gerakan keterbukaan data pada tanggal 5 Desember 2014 melatarbelakangi inisiatif ini. Bergabung dengan 4 daerah lainnya yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bojonegoro, Kota Semarang, dan Kota Banda Aceh, Kota Bandung menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempelopori penerapan open data di Indonesia.
Ridwan Kamil, Wali kota Bandung pada acara International Open Data Day 2014 “Open Data for Development” (22/2/2014) di Institut Teknologi Bandung (ITB), meletakkan Pemerintahan Terbuka (Open Government) sebagai salah satu dari lima tonggak utama yang harus ditempuh oleh Kota Bandung menuju “Smart City”, yaitu: infrastructure, smart government, open government, empowering, dan technopolis. Karakteristik Smart City yang memanfaatkan teknologi dalam pemerintahan diklaim akan menghasilkan berbagai solusi digital yang menggunakan open data, seperti aplikasi seluler, situs web, internet, hingga perangkat yang saling terintegrasi secara digital.
Kolaborasi menjadi nilai utama yang diusung oleh Kota Bandung agar penerapan open data dapat berjalan maksimal melalui kerjasama awal dengan Code for Bandung, West Java Incorporated Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, berbagai komunitas lokal dan nasional. Jumlah pengguna internet di Kota Bandung pada tahun 2016 menurut Tempo yang mencapai 579 ribu orang dan didominasi oleh generasi muda, menjadi peluang bagi pemerintah meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkirakan 85-95% masyarakat telah memiliki literasi teknologi yang memadai.
Pemkot Bandung telah melakukan berbagai kegiatan dan kerja sama untuk menyukseskan open data Kota Bandung, antara lain menyelenggarakan Data Discovery Workshop (DDW), sebuah acara untuk mensosialisasikan dan menerima umpan balik dari pengguna data, dan mengajarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan. Open Data Summit and Challenge (BOSCHA), juga diselenggarakan untuk memperkaya ekosistem open data. BOSCHA diinisiasi oleh komunitas Code for Bandung, yang merupakan konferensi dan kompetisi pengembangan aplikasi terkait open data. BOSCHA ditujukan untuk mempertemukan dan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam ekosistem open data.
Berdasarkan Road Map Open Data Bandung 2019 dan observasi awal telah diidentifikasi keadaan awal komponen-komponen pendukung open data Bandung yang dilihat dari Tata Kelola, Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan organisasi.
Komponen tata kelola terdapat beberapa keadaan yang telah diamati, keadaan-keadaan tersebut antara lain: Dataset yang siap diunggah (telah terunggah) pada portal open ada masih terbatas, yaitu sekitar 1040 dataset; Belum terdapat tata kelola open data Kota Bandung Terdapat enam alur kerja proses open data di Bandung, yaitu: data discovery, pengumpulan data, verifikasi data, penyesuaian format data, validasi data, dan publikasi data; Telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam pengelolaan sumber daya manusia berupa pelatihan untuk beberapa SKPD
Keadaan komponen teknologi yang telah diamati saat ini antara lain: Kualitas data secara keseluruhan masih berada pada level bintang satu;  Tidak semua dinas menyediakan website (aktif); Terdapat website PPID yang digunakan untuk permohonan pembukaan data secara online; Belum terdapat integrasi data antar dinas; Beberapa bidang pada dinas masih belum melakukan komputerisasi data; Pengembangan portal data sudah menggunakan CKAN
Keadaan saat ini dari sisi sumber daya manusia meliputi: Hanya pedasi pada sebagian dinas saja yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan open data di SKPD masing-masing. Kurangnya pelatihan bagi pedasi. Keadaan saat ini dari sisi organisasi: Belum ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bappelitbang terkait pengelolaan program open data Kota Bandung;  Belum ada anggaran khusus terkait program open data; Belum ada payung hukum dan petunjuk teknis pengelolaan open data.
Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), open data terkait soal ketersediaan informasi , pelatihan, ijin , peluang pasar, pemodalan, namun sebenarnya open data bukan kearah hal tersebut yang hanya menyajikan olahan informasi menjadi sebuah data saja, tetapi bagaimana open data digunakan untuk mengolah data menjadi suatu keputusan dalam pengambilan kebijakan, Sisi open data sebenarnya lebih kepada data terkait kecenderungan konsumsi, jenis-henis umkm, sumber daya manusia, arus modal, yang paling krusial sebenarnya data konsumen apabila dinas minimal berpikir kearah tersebut. Adanya open data apabila dimanfaatkan dengan benar maka dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Fenomena gofood misalnya mengapa berhasil sederhananya mereka betul-betul memanfaatkan data konsumen yang dianalisa sedemikian rupa (big data) untuk menghasilkan produk dan layanan melalui teknologi. Masalahnya  gofood itu swasta, pemerintah bisa tidak? Sebenarnya data di pemerintah banyak sekali, tetapi standar dan tingkat interobilitasnya sangat buruk.
Banyak yang belum menyadari pentingnya open data dengan memanfaatkan big data dan memahami fakta bahwa hal itu dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara jika digunakan dengan benar. Survei telah membuktikan bahwa potensi Big Data belum dipahami dan digunakan secara maksimal untuk membantu pelaku bisnis membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan mendorong operasi bisnis yang efisien. Seiring peran data yang berkembang, semakin banyak bisnis yang mulai mengadopsi teknologi transformatif untuk mengatur dan menganalisa data berharga mereka.
Kondisi  open data Kota Bandung saat ini adalah  merapihkan standar data, pelatihan sumber daya manusia, dan yang terkait dengan manajemen data di setiap internal dinas masing-masing. Dampak kecilnya terkait harga-harga bahan pokok yang sebenarnya hal itu baru sekedar informasi yang diolah untuk menghasilkan data, belum sampai pada pengambilan kebijakan dan data mentah untuk diolah dalam pengambilan keputusan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum terlihat kearah sana, padahal salah satu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan investasi. Apakah potensi open data untuk UMKM tidak ada? jawabannya sangat potensial, tetapi memang kondisinya belum signifikan. Data  sendiri merupakan titik kunci dari revolusi 4.0, siapa yang mengelola data dengan benar maka dia yang menang baik pada sektor publik maupun swasta.
Setiap sektor memiliki lingkungan yang kompetitif di mana UKM harus berjuang keras untuk bertahan. Big Data dapat menawarkan kesempatan kepada UKM ini untuk mengumpulkan semua data tentang bisnis mereka, supplier, partner, dan bahkan pelanggan mereka sendiri yang dengannya mereka dapat melakukan analisis mendalam untuk menemukan peluang yang ada di setiap sektor, sehingga menghasilkan insight untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Hambatan terbesar UKM dalam menggunakan Big Data adalah biaya,.  yang pada akhirnya, UKM harus menyadari bahwa Big Data telah dianggap sebagai konsep penting untuk mendapat keunggulan kompetitif dalam bisnis.
II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi (misalnya wawancara, pengamatan, bahan audiovisual,  dokumen dan berbagai laporan, dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2014: 135).
Dilihat dari kasus yang diteliti, menurut Endraswara dalam Rahardjo (2017: 6) studi kasus dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan studi kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi kasus pertama bersifat kuratif, dan disebut studi kasus retrospektif (retrospective case study), yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (treatment). Tindak “penyembuhan” tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian. Sedangkan yang kedua disebut studi kasus prospektif (prospective case study). Jenis Studi Kasus ini diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Tindak lanjutnya berupa Penelitian Tindaan (Action Research) yang dilakukan juga oleh pihak lain yang berkompeten. Tipe studi kasus yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, yang dalam hal ini adalah tata kelola open data  untuk meningkatkan income UMKM di Kotak Bandung.
III. Landasan Teori
Berikut ini indikator faktor keberhasilan open data (Stagars, 2016):
1.	Perundang-undangan, peraturan dan perizinan
a)	Kerangka hukum yang kuat untuk menerbitkan data pemerintah, menangani risiko dan kekhawatiran badan pemerintah.
b)	Peraturan operasional dalam mempublikasikan data.
c)	Kebijakan untuk kolaborasi antara lembaga dalam prakarsa data terbuka.
d)	Kebijakan yang memastikan kemudahan penggunaan data bagi pengguna data.
e)	Informasi tentang undang-undang privasi dan bagaimana data terbuka dapat sesuai dengan Informasi tentang makna dan implikasi dari lisensi.
2.	Gugus tugas atau agen yang ditunjuk
a)	Pembuatan agen atau gugus tugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas infrastruktur, inisiatif, dan proses data yang terbuka. Di negara dengan penggunaan data yang berhasil dibuka, keterlibatan pemain kunci lainnya seperti komunitas memberikan kisah sukses.
3.	Insentif untuk mendorong penggunaan data
a) Skema insentif untuk melibatkan warga dalam penggunaan data terbuka.
b)	Dorongan inkubator startup berbasis data terbuka.
c)	Dorongan model bisnis untuk memungkinkan perusahaan mengembangkan layanan tambahan di atas platform data terbuka.
d)	Membangun komunitas berorientasi masalah melalui acara partisipatif seperti acara, kompetisi, dan hackathons (acara kolaborasi pengembangan proyek perangkat lunak) dengan kurikulum universitas, penghargaan, festival, dan sebagainya.
4.	Pelatihan dan dukungan untuk penyedia data dan pengguna, Interaksi, Umpan balik, dan Keberlanjutan.
a)	Layanan dukungan profesional dan pelatihan untuk pengguna data terbuka yang potensial
b)	Acara untuk mengkomunikasikan manfaat potensial dari data terbuka kepada pengguna
c)	Sebuah lingkungan belajar bagi instansi pemerintah
d)	Interaksi antara penyedia data dan pengguna data untuk merangsang rantai pasokan dan permintaan dataset,
e)	Mekanisme instansi pemerintah untuk diketahui bagaimana orang menggunakan datanya
f)	Mekanisme instansi pemerintah untuk mengetahui apa yang dapat mereka pelajari dari penggunaan kembali datanya
g)	Mekanisme lembaga pemerintah untuk mengetahui bagaimana mereka dapat memperbaiki publikasi data mereka dari umpan balik pengguna



5.	Penelitian dan pendidikan
a)	Universitas dan kurikulum pendidikan berkelanjutan tentang data terbuka.
b)	Roadmap untuk area penelitian tentang data terbuka untuk mengkonsolidasikan upaya penelitian dan mengatasi masalah terbuka
IV. Kerangka Berpikir
Administrasi Publik mengalami pergeseran dalam konsep tata kelola dan pemerintahan, dengan nilai utama yaitu: akuntabilitas, transparansi, kepercayaan publik. Selain itu, pergeseran manajemen pemerintahan terjadi dengan menguatnya pembuatan kebijakan berbasis bukti.
Konsep umum tentang tata kelola pemerintahan (governance) di era digital, open data dipengaruhi oleh banyak faktor dari dua indikator yang dipakai yaitu Stagars (2016)). Hal lainnya, revolusi 4.0 salah satunya mensyaratkan adanya open data.  Transparansi dan akuntabilitas adalah argumen dasar akan keniscayaan lembaga pemerintah untuk mempublikasikan open data, penting untuk memanfaatkan nilai potensial data bagi penggunaan secara internal oleh para pembuat kebijakan. Mempublikasikan data melalui konsep open data dalam bentuk yang baku (mentah), merupakan cara yang sangat penting untuk memperoleh informasi dan menyajikan bukti penting yang dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan oleh pemerintah.
open data adalah sebuah konsep yang dapat menjadi jalan menuju terwujudnya pemerintahan terbuka. Dengan memiliki transparasi dan akuntabilitas kebijakan. Hasil dari open data adalah sebagai dasar dari pembuatan kebijakan berbasis bukti. 
Kondisi  open data Kota Bandung saat ini adalah  merapihkan standar data, pelatihan sumber daya manusia, dan yang terkait dengan manajemen data di setiap internal dinas masing-masing. Dampak kecilnya terkait harga-harga bahan pokok yang sebenarnya hal itu baru sekedar data yang diolah untuk menghasilkan informasi, belum sampai pada pengambilan kebijakan dan data mentah untuk diolah dalam pengambilan keputusan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum terlihat kearah sana, padahal salah satu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan investasi. Apakah potensi open data untuk UMKM tidak ada? jawabannya sangat potensial, tetapi memang kondisinya belum signifikan. Data  sendiri merupakan titik kunci dari revolusi 4.0, siapa yang mengelola data dengan benar maka dia yang menang baik pada sektor publik maupun swasta.
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V. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung c.q Unit Open Data Bidang Data dan Statistik, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Lamanya Penelitian yaitu pelaksanaan penelitian dari Desember 2019- Juli 2020.
VI. Pembahasan
Raison d'etre atau alasan keberadaan open data di Kota Bandung dapat ditelusuri ketika Wali kota saat itu yang baru dilantik, Ridwan Kamil pada Februari 2014 menyampaikan konsep pembangunan Kota Bandung di masa depan pada acara International Open Data Day 2014. Ia mengidentifikasi tiga masalah utama Kota Bandung. Pertama, masalah infrastruktur (yang menyebabkan banjir, sampah, dan kemacetan). Kedua, manajemen internal pemerintahan: birokrasi, pengelolaan yang membuat pengambilan keputusan lambat, dan ketiga pola pikir warga.
“Dulu, saya kultur kerja cepat. Kini jadi Wali kota ambil keputusan lama, kebutuhan data untuk pengambilan keputusan. Banyak data yang tidak terinformasikan membuat hidup susah. Misalnya dana bansos, karena tidak transparan, diakses oleh penwe`	1kiq78uerima gelap. Pada saat data itu tidak dapat diakses, pada saat data itu manual itu berakumulasi pada ketidakefisienan proses pengambilan keputusan” (Kutipan pidato Ridwan Kamil pada International Open Data Day 2014 “Open Data for Development” [22/2/2014] di ITB)
Dikesempatan lain dalam acara Bandung Open Data Summit and Challenge (BOSCHA) pada Februari 2015, Ridwan Kamil menyampaikan:
“Keterbukaan harus menjadi prinsip bahwa apa yang kita kerjakan ini selama itu urusannya untuk kepentingan masyarakat disitulah keterbukaan harus dihadirkan. Bahasa kerennya, open data. Data ini hadir dalam hidup kita menjadi sebuah kebutuhan agar hidup bisa lebih efisien” (Kutipan pidato Ridwan Kamil pada Bandung Open Data Summit and Challenge (BOSCHA) [21/2/2015] di Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat)
Dari dua kutipan pernyataan tersebut, dapat diinterpretasi bahwa open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efisien. Secara garis besar, komitmen Pemkot Bandung telah menunjukkan upaya yang cukup dan patut diapresiasi untuk menerapkan open data.
Selama berjalan 5 tahun, open data Kota Bandung berfokus pada dua hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) internal pemerintah untuk menyamakan persepsi dan peningkatan kompetensi. Kedua, melakukan sosialisasi melalui serangkaian kegiatan kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi dengan komunitas dan publik yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan open data. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam “Peta Jalan Open Data Kota Bandung 2016-2020”, yang memuat rencana aksi dan program setiap tahunnya.
Pemanfaatan open data yang telah dirilis untuk publik adalah salah satu isu utama tata kelola open data di Kota Bandung. Ketika data telah dibuka dan dapat diakses, aspek transparansi misalnya terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dilalui. Namun, apakah data terbuka dapat menjadi sesuatu yang bernilai, seperti inovasi untuk memecahkan berbagai masalah perkotaan dan basis pengambilan kebijakan berbasis bukti menjadi pertanyaan penting untuk selanjutnya untuk dijawab.
Tata kelola open data di Kota Bandung yang diidentifikasi meliputi komitmen pemerintah, kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses (sosialisasi) dan peran perguruan tinggi.
Open data memang menjanjikan dampak yang luar biasa bila berhasil diterapkan dengan baik. Hasil telaah dari berbagai riset dan contoh sukses di berbagai negara (dalam skala nasonal maupun wilayah) telah membuktikan hal tersebut. Bahkan, di era ketika dunia fisik, digital dan biologi terus menyatu yang disebut sebagai revolusi industri 4.0 saat ini, open data menurut World Economic Forum (WEF) akan menentukan negara mana yang berada di garis depan revolusi industri 4.0.
Namun demikian, sesuai dengan dampak positif yang dihasilkan, open data mensyaratkan tata kelola yang holistik dan cenderung rumit. Open data adalah sesuatu yang kompleks, umumnya bagi Indonesia dan khususnya Kota Bandung yang baru mengadopsi konsep pemerintahan terbuka karena membutuhkan pemahaman, kompetensi dan komitmen, untuk mendukung dan terlibat secara terus menerus dari semua pihak: pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, media, sektor swasta dan masyarakat sebagai syarat untuk melakukan kolaborasi dan partisipasi aktif.
Adanya peraturan mengenai pentingnya data dimulai dari kemunculanya OGI, memperlihatkan bahwa Big Data dapat menawarkan usaha kecil dan menengah kesempatan untuk mengumpulkan semua data tentang bisnis-bisnis mereka, supplier, partner, dan juga pelanggan mereka, hasil dari data-data ini dapat menghasilkan insight yang membuat perusahaan-perusahaan ini bersaing dengan perusahaan besar.
Big Data adalah bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur dalam ukuran besar dan kompleks yang diciptakan dari berbagai sumber. Pengaruh Big Data terdapat tidak hanya pada jumlah data yang dihasilkan namun juga dalam bagaimana data dapat diubah menjadi insight untuk bisnis. big Data telah 'mengganggu' berbagai industri sejak penemuannya. Termasuk bisnis kecil dan menengah. Pembuat keputusan harus menentukan sedari awal data mana atau berapa banyak data yang mereka harus gunakan untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Analisis ini hanya mungkin bila perusahaan memiliki visi yang jelas mengenai kebutuhan, target, dan hasil yang diinginkan.
Setiap sektor memiliki lingkungan yang kompetitif di mana UMKM harus berjuang keras untuk bertahan. Big Data dapat menawarkan kesempatan kepada UMKM ini untuk mengumpulkan semua data tentang bisnis mereka, supplier, partner, dan bahkan pelanggan mereka sendiri yang dengannya mereka dapat melakukan analisis mendalam untuk menemukan peluang yang ada di setiap sektor, sehingga menghasilkan insight untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Hambatan terbesar UMKM dalam menggunakan Big Data adalah biaya,.  yang pada akhirnya, UMKM harus menyadari bahwa Big Data telah dianggap sebagai konsep penting untuk mendapat keunggulan kompetitif dalam bisnis.
Secara umum, Big Data digunakan hampir di setiap industri di Indonesia, terutama di era Revolusi Industri 4.0 ini. Secara khusus, mayoritas perusahaan-perusahaan rintisan (startup) dari berbagai sektor menggunakan teknologi tersebut dalam menjalankan bisnis mereka.  Contohnya, Kredivo yang menjadikan analisis Big Data sebagai dasar dari penilaian kredit di aplikasi mereka. Begitu pula dengan Loket yang berada di bawah naungan Go-Jek. Platform penjualan tiket dan pembuatan event itu memanfaatkan Big Data untuk menghasilkam produk-produk baru yang sesuai dengan karakteristik pasar mereka.
Solusi big data tak hanya diperuntukan untuk perusahaan besar di sektor telekomunikasi, jasa keuangan, minyak & gas, dan ritel, tapi juga kalangan pengusaha kecil dan menengah. Yang menjadi masalah bukan besarnya dana investasi yang dibutuhkan, tetapi ada-tidaknya keinginan untuk menerapkan teknologi tersebut demi meningkatkan pendapatan perusahaan. 
UMKM sesungguhnya sudah bisa memanfaatkan teknologi big data karena tak sedikit yang sudah memiliki website.  Dari web, mereka tentu memiliki data interaksi. Nah, data interaksi itulah yang kemudian dianalisis. Contoh klasik big data itu adalah 'klik' yang terjadi di website. Mereka harus tahu apa yang sering konsumen 'klik'. Itu yang seharusnya diperhatikan karena akan men-drive konsumen untuk membeli sebuah produk. Misalnya, jual-beli, UMKM zaman sekarang pasti sudah banyak yang menjual secara online. Jadi, big data bisa diaplikasikan.
Dari segi Perundangan atau peraturan mengenai pelaksanaan open data ini yaitu UU No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang juga dikenal sebagai UU KIP ini kemudian dilanjutkan dalam peraturan pemerintah melalui PP No. 61/2010. Bahkan kini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 
Gugus tugas atau unit yang ditunjuk untuk peningkatan UMKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung. Arah kebijakan dinas yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan, produktivitas, daya saing dan kemandirian. Dinas KUMKM belum mengolah data yang ada dengan analisa big data dan belum menerapkan big data dalam pemecahan masalah dalam kegiatan usaha.
Insentuf untuk mendorong penggunaan data, anggaran yang berkaitan dengan open data pada dinas KUMKM Kota Bandung hanya berasal dari APBD Kota Bandung, sempat mengajukan ke provinsi namun tidak di ACC. Selain anggaran terhadap pengembangan data , juga terdapat anggaran pemodalan. Menggelar kegiatan gathering fasilitas intermediasi akses pembiayaan UMKM. Kegiatan ini dibuat sebagai sebuah media, dimana para pelaku usaha yang ada di kota Bandung bisa mengungkapkan berbagai keluhan dan permasalahan dalam mengakses permodalan.
Pelatihan dan dukungan , dinas KUMKM Kota Bandung,memberikan pelatihan tentang kewirausahaan dari brand ritel ternama, mereka dilatih bidang manajemen, mutu produk dan kemasan. Dinas KUMKM juga telah memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM. Kebutuhan pendamping usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Bandung sangat tinggi. Saat ini rasio jumlah pendamping dengan pelaku usaha di Kota Bandung masih belum ideal. Pendamping diperlukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas.
Penelitian dan Pendidikan , baru sampai pada tahap penmanfaatan teknologi untuk pemasaran produk dan bagaiamana pengemasan produk . Kedua hal ini bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan Institut Teknologi Bandung (ITB)  membuka pelatihan pengembangan usaha di diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, daya saing dan pemberdayaan UMKM .
Pembuatan model dengan pemanfaatan Big data dalam UMKM peneliti menggunakan metode system thingking dengan model causal loop diagram.  Dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di dalam masyarakat maupun kehidupan dalam sebuah organisasi pasti sangat banyak kejadian yang terjadi, baik kejadian yang bersifat positif maupun kejadian yang bersifat negatif. Setiap kejadian – kejadian yang ada tentunya harus [image: endah]dipahami dengan benar secara keseluruhan dan mendalam, agar kejadian yang bersifat positif dapat dilanjutkan dan kejadian yang bersifat negatif dapat dicegah agar tidak terulang kembali. Cara untuk memahami setiap kejadian yang ada diperlukan sebuah proses untuk memahami suatu permasalahan dari penyebab hingga akibat, dari awal hingga akhir, dan juga keterkaitan antaran satu hal dengan hal lainnya sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat, yang sering disebut dengan System Thinking.
 Metode System Thinking memiliki berbagai tools dalam melihat sebuah situasi menyeluruh yang saling berhubungan, diantaranya adalah Model Causal Loop Diagram (CLD). Model Causal Loop Diagram (CLD) atau yang sering juga dikenal dengan diagram sebab akibat adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya.

Gambar 2 Model Pemanfaatan Big  Data UMKM 
Dari gambar diatas bahwa terdapat  13 elemen yang dapat meningkatkan sektor  UMKM dengan pemanfaatan big data yang benar.  Dari gambar tersebut menujukkan beberapa hal dari loop yang dihasilkan yakni 
1.	Big data berdampak positif pada SDM dan berdampak positif pada pemerintah sehingga meningkatkan pelayanan dengan teknologi digital.
[image: ]2.	Big data dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak pada produksi negeri sehingga dapat menurunkan konsumsi barang impor dan menaikan pendapatan pelaku UMKM, karena konsumsi dalam negeri meningkat maka UMKM membutuhkan promosi yang baik dengan pemanfaatan big data.
3.	Produksi dalam negeri yang meningkat dapat membuat pengusaha lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya dengan membuat bermacam-macam inovasi sehingga memerlukan pelatihan bagi pelaku UMKM , dengan adanya pelatihan juga mampu meningkatkan produktivitas, dan pelaku UMKM yang memiliki kreativitas dan inovasi akan meningkatkan produktivitas.
4.	Big data dapat meningkatkan teknologi digital sehingga membutuhkan sinergitas dengan pihak swasta untuk menciptakan layanan dan produk dengan kualitas yang baik, dan harga jual belipun meningkat. Kegiatan jual beli yang tinggi akan meningkatkan pemanfaatan big data.

Gambar 3 Umpan Balik Model Pemanfaatan Big Data
Kesimpulannya terdapat 6 loop, dengan 5 loop positif dan 1 loop negatif, maka nilai loop nya positif yang menggambarkan umpan balik dalam setiap elementnya.
VII. Kesimpulan
Indikator yang telah diidentifikasi dari tata kelola open data meliputi komitmen pemerintah, kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan peran perguruan tinggi.
Komitmen pemerintah dalam artian kepemimpinan politik secara umum cukup sebagai dasar inisiatif keterbukaan, tetapi perlu upaya yang lebih untuk menyamakan tingkat komitmen tersebut disemua level pemerintahan: SKPD dan ASN. Kebijakan dan kerangka hukum yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung tata kelola open data sehingga penting dan mendesak untuk membuat kebijakan teknis ditingkat daerah sebagai landasan yang memberi arah dan kejelasan penerapan open data. Struktur kelembagaan menghadapi tantangan koordinasi dan komunikasi lintas SKPD, pada sisi lain kapabilitas secara keseluruhan belum banyak ASN yang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung open data. 
Belum adanya kebijakan teknis berpengaruh terhadap pasokan data yang berjalan lambat dengan realisasi setengah dari proyeksi dataset yang ingin dibuka ke publik. Mayoritas data yang diminta publik terkait kependudukan, walaupun secara umum permintaan data dari publik belum terlalu signifikan, sebagai contoh rata-rata setiap hari data yang diunduh dari ARIMBI sekitar 10-15 kali.
Secara kuantitas komunitas di Kota Bandung potensial untuk memanfaatkan open data, akan tetapi keterlibatan komunitas untuk memanfaatkannya masih minim. Faktor tersebut disebabkan pasokan dataset yang dibuka pemerintah belum memperhatikan tingkat kegunaannya, walaupun disisi lain aspek transparansi tercapai. 
Dana untuk penerapan open data berasal dari APBD. Ketersediaan infrastruktur pendukung penerapan open data telah tersedia, tetapi yang menjadi catatan adalah kapabilitas ASN untuk menggunakannya. Dari sisi masyarakat, belum ada riset yang menjadi bukti preferensi dan tingkat pemanfaatan teknologi. Kecenderungannya, pemanfaatan aplikasi oleh masyarakat belum menjadi sebuah kebiasaan. Sejauh ini, contoh sukses penerapan open data terwujud dalam ARIMBI, sebuah aplikasi real time yang berisi data pada bidang perdagangan, kesehatan, lalu lintas dan iklim (udara). Sedangkan pemanfaatan open data sebagai dasar bagi kebijakan berbasis bukti belum ditemukan bukti yang kuat, walaupun ada proyeksi yang mengarah pada solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir. Pelaku UMKM di Kota Bandung banyak yang belum menyadari pentingnya Big Data dan memahami fakta bahwa hal itu dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara jika digunakan dengan benar. 
Potensi Big Data belum dipahami dan digunakan secara maksimal untuk membantu pelaku bisnis membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan mendorong operasi bisnis yang efisien. Seiring peran data yang berkembang, semakin banyak bisnis yang mulai mengadopsi teknologi transformatif untuk mengatur dan menganalisa data berharga mereka.
 Model Pemanfaatan Big Data dalam UMKM Terdapat 13 Elemen meliputi: Pemerintah, SDM, Big Data, Teknologi Digital, Produktivitas, Produksi Dalam Negeri, Pengusaha, Pelatihan UMKM, Penurunan Ketergantungan Impor, Pendapatan, Promosi, Pihak Swasta dan Harga Jual Beli. 
VIII. Saran
1. Direkomendasikan bahwa Kota Bandung perlu berupaya untuk memunculkan inovasi-inovasi menggunakan open data sebagai bukti pendorong sebelum menerapkan open data pada tingkatan kebijakan berbasis bukti. Jika open data di Kota Bandung lebih mengarah kepada membangun hubungan melalui sosialisasi dengan kompetisi kepada publik yang memiliki keahlian pengolahan data dan memberikan sedikit perhatian mengenai kebijakan teknis tata kelola data di internal pemerintahan, maka dalam hal ini juga penting untuk menciptakan hubungan yang dibutuhkan dengan memperkuat ekosistem antara pemerintah yang membuka data dan pengguna data yang memiliki keahlian. Pangkalnya, ada kebutuhan yang mendesak untuk secepatnya menerbitkan kebijakan teknis tata kelola data sebagai landasan untuk open data.
2. Banyaknya komunitas di Kota Bandung dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan manfaat open data. Ketidaksesuain pemahaman dan keinginan antara Pemkot Bandung dengan komunitas dapat diminimalisir dengan menggelar diskusi kelompok spesifik (FGD) atau memperbanyak ajang seperti hackathon. Keterbukaan Pemkot Bandung dengan komunitas akan menciptakan timbal balik pengguna open data sehingga partisipasi aktif dapat tercapai. Perguruan tinggi di Kota Bandung yang berjumlah besar juga sangat potensial untuk menjajaki kerjasama, seperti pilot project yang menggunakan open data, penelitian-penelitian yang memanfaatkan dan mendorong open data, sosialisasi (lokakarya, seminar, kajian), atau pelatihan dan peningkatan kompetensi terkait data untuk ASN.
3. Terakhir, UMKM sesungguhnya sudah bisa memanfaatkan teknologi big data karena tak sedikit yang sudah memiliki website.  Dari web, mereka tentu memiliki data interaksi. Nah, data interaksi itulah yang kemudian dianalisis. Contoh klasik big data itu adalah 'klik' yang terjadi di website. Mereka harus tahu apa yang sering konsumen 'klik'. Itu yang seharusnya diperhatikan karena akan men-drive konsumen untuk membeli sebuah produk. Misalnya, jual-beli, UMKM zaman sekarang pasti sudah banyak yang menjual secara online. Jadi, big data bisa diaplikasikan
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